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ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan
transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di
: at.Kabupaten Kuantan Singingi.

5
>
QD
Py
<
>
—
QD
O
=
QD
w

\\\\\\\\\\\“E’ ’

%

XVi



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog
N dis1y yejepE ul udmnjoq

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the application of
village government transparency and accountability in managing village finances in
Perhentian Luas Village Logas Tanah Darat Distriet, Kuantan Singingi Regency.
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BAB |

PENDAHULUAN

memenuhi harapan

Jat vital dalam otonomi

dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh perangkat desa kepada masyarakat
dan kepada pemerintah. Pemerintah desa dituntut untuk mampu mengurus dan

mengatur urusannya sendiri. Meliputi perencanaan, pelaksanaan,



penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pendayagunaan program-program yang
dikelola oleh pemerintah desa.

Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas
Pokok dan Fungsi(Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar
menjadi-lebih Dbaik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh
pemerintah desa berjalan dengan-efektif dan efisien. Pemerintah desa saat ini menjadi
salah satu objek perhatian pengawasan dalam Kinerjanya. Akuntansi pemerintahan
tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai di
wilayah pedesaan, semuanya membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran
dan kegiatan yang dilaksanakan.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan
masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai
peranan yang sangat strategis; dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya
sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa
provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak
ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahanyang maju. Ini berarti bahwa basis
kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Desa memiliki peran yang
penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik, kehadiran
undang-undang No 06 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi
semakin kuat, disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan
masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat desa.



Keberadaan desa secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014
menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan
penyelenggaraan pemerintahan; pembangunan;dan kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diikuti
dan dihormati dalam system-pemerintahan /Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).

Menurut -Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang
bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,
pelaksanaan _pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, ..dan pemberdayaan
masyarakat. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan
diterima bertahap: Penyaluran Dana Desa dihitung berdasarkan empat faktor yaitu
jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa
diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan lokal berskala desa
di bidang pembangunan desa Seperti‘sarana dan prasarana perumahan, ketahanan
pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan
masyarakat yaitu program yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat.

Transparansi dalam menjalankan pemerintahan harus mengungkapkan hal-hal
yang bersifat material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan,

dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga adanya prinsip keterbukaan yang



memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya
tentang keuangan daerah tersebut. Dijelaskan pada bab 2 pasal 2 tentang asas
pengelolaan keuangan daerah dalam pemendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa
dikelola berdasarkan  asas-asas..transparan,.akuntabel, patisipatif serta dilakukan
dengan _tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi-ini menjamin
akses/kebebasan bagi setiap,<orang |“untuk . memperoleh - informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan
dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai
kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pelaksanaan pemerintahaan didaerah dalam rangka otonomi daerah dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan akuntabilitas dalam sistem pemerintah desa
adalah melibatkan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan
dalam kaitannya dengan masalah . pembangunan dan pemerintah  desa.
Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini yaitu menyangkut masalah

finansial yang terdapat dalam APBDes.

Akuntabilitas dalam peraturan pemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang
Pelaporan Keuangan Desa, salah satunya adalah bahwa Laporan Realisasi pelaksanaan
APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir juli tahun berjalan.
Berdasarkan fenomena yang ada dengan mewawancarai salah satu aparatur desa, Desa

melaporkan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes bulan September ke kecamatan,
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hal ini karena masih rendahnya sumber daya manusia kemudian tingkat pendidikan

yang tidak sesuai juga menjadi salah satu alasan Aparatur desa yang kurang siap dalam

pengelolaan alokasi dana desa di Desa Perhentian Luas karena para operator tidak ada

yang diangkat dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) di Desa Perhentian Luas. Berikut ini adalah daftar besaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Perhentian Luas: Rp. 1.398.982.000

Sumber : Bendahara Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat
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Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa data diatas berdasarkan fenomena
transparansi yang dapat dibuktikan dengan hasil wawancara di Kantor Desa Perhentian

Luas. Dimana Desa Perhentian Luas belum mengoptimalkan transparansi yang

dijalankan”

‘a %
5
:
=
o
=
I~y
8

APBDes u dan pemberdayaan

masyarakat, enaungi Anggaran

masalah ini dengan jud ansi da Akuntabilitas Pemerintah

%‘\\‘l

Desa Dalam Pengelolaan Keua ada Desa Perhentian Luas Kecamatan

Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.”

1.2 Rumusan Masalah
Yang diuraikan diatas adalah latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan

permasalahan yang ditemukan sehubungan dengan penelitian :
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1. Bagaimana Penerapan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan

Keuangan Desa Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat

Kabupaten Kuantan Singingi ?

intah Desa Dalam

Perhentian Luas

1.4 Manfaat Penelitian
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Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi

manfaat bagi semua pihak, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menjadi. gambaran penulis mengenai

Agar memudahkan pemahaman dan penulis, penulis membahasnya dalam tiga bab
secara terperinci dapat dilihat dari sistematika penulisan yang masing-masing
membahas masalah-masalah sebagai berikut :

BABI: PENDAHULUAN
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lalah salah satu bab yang ada beberapa bagian yaitu Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta

Sistematika Penelitian.

yang akan datang Itian akuntansi.
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berhubunga

suatu lapora

proses mencate

transaksi serte

BAB 11

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

bidang akuntansi yang lebih khusus,

10
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1. Akuntansi manajemen adalah bidang yang berfungsi untuk menyediakan data

dan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen untuk operasi harian

: . ﬁ 5 suatt g terkait dengan kewajiban dan
@ [\ g

hak perpajakan dari setiap

ang dilakukan perusahaan. Lingkup kerja
dibidang ini mencakup aktivitas perhitingan pajak yang harus dibayar dari
setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Sampai dengan perhitungan

pengembalian pajak(restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan.
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2.1.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi adalah suatu konsep nilai yang dijadikan sebagai standar serta

panutan bagi pembuat.akuntansi. Prinsip akuntansipada dasarnya berfungsi untuk

" ih desa lainnya.

L\ Y

Prinsip aku dalam IAI-KASP

(2015:7-8),

1) Prinsip uran bahwa harga

VaLaag

peroleha

dihitung dari harga
perolehan : Ata . ‘pihak yang bertransaksi.

nilai uang yang

pendapatan ini dapat diukur dengan penambahan asset dan berkurangnya utang atau
bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah desa pada
dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan

jumlah kas yang diterima.
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3) Prinsip Objektif adalah Prinsip yang merujuk pada laporan keuangan yang didukung
oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada

pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak

ngan untuk memanifulasi

engan baik secara

kualitat bilan keputusan.

5) Prinsip harus mempunyai
nilai ko

pembuate lai banding, yang

SR ALNALAES

"L

artinya la intah desa lainnya

dengan p

pelaporan keuangan sehingga aka enghasilkan informasi berbentuk laporan

keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa antaranya adalah :

1. Masyarakat Desa
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2. Perangkat Desa
3. Pemerintah Daerah

4. Pemerintah Pusat

dalam laporan keuangan lebih terjamin. Sistem berorientasi pada hal-hal penting saja,
masalah akuntansi saja, agar pelaksana akuntansi selalu mawas diri. Indentitas nama
dan kompetensi pejabat dalam rantai kegiatan akuntansi termasuk kedalam system
akuntansi, untuk basis pertanggungjawaban berbagai tugas akuntansi dan penilaian

Kinerja yang bersangkutan. Makin kompeten, makin kuat kendali internalnya.
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2.1.4 Pengertian Pemerintahan Desa

Berdasarkan Permendes No 16 Tahun 2018 tentang Desa pada pasal (1) ayat (7)
yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat sebagai-unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan
Permendes No 16 Tahun 2018 tentang Desa pada pasal (1) ayat (8) yang dimaksud
dengan Pemerintahan Desa adalah|penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia .

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang menggambarkan bahwa desa
merupakan subjek hukum. Posisi desa sebagai subjek hukum yang menjadikan desa
memiliki hak dan kewajiban terhadap asset/sumber daya menjadi miliknya. Oleh
karena itu, dana desa sebagai bagian pendapatan desa yang merupakan milik desa,
sehingga penetapan prioritas_ penggunaan dana desa merupakan bagian dari
kewenangan desa. Undang-undang desa mengamanatkan bahwa desa berkedudukan di
wilayah kabupaten/kota. Pengaturan tentang kedudukan desa ini menjadikan desa
sebagai subjek hukum yang merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah itu sendiri.
Dengan demikian, desa dikelola secara demokratis dan keadilan social.

Pemendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah PKPKD
dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa dipisahkan.
Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai
kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
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2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

4. Menetapkan PPKD

esa sebagaimana
saannya kepada
perangkat d KD kepada PPKD

ditetapkam

2.1.5 Penge

Daerah, men : Nspara keterbukaan yang

seluas- luasnya tentang keua anya transparansi menjamin akses
emperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yak asi tentang kebijakan, proses pembuatan,

dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mahmudi (2016: 17) Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam

memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik
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kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi adalah suatu
konsep yang menekankan pada keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara.

Pemerintah selaku organ Negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya bagi

banyak, pemerintah harus menyedia ormasi yang lengkap mengenai apa yang
dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat
menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Berdasarkan beberapa referensi diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi

adalah bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi
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mengenai pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran hingga
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pelaksanaan

pemerintah tersek Dengan adan Dar .
A \
4@3‘ b LTSNS Yot

blik akan memperoleh

«
(e
=
@D
>
<
QD
>
D
oy
QD
>

SN

ARAL

(realisas
2. Menilai nepotisme dalam

g-undangan yang

2.1.5.1 Indikator Transparansi
Menurut Permendagri No 20 , 2018 dalam pengelolaan keuangan daerah harus

transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :18
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1. Pada Pasal 39 dijelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan informasi
mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi, ini

maksutnya adalah seluru kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat

)

.‘ﬁ'-"
@
W~
r’
[ 4

B

ansparansi terdiri dari :

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.

3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau

permintaan untuk membayar uang suap.
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4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan

lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapatekita lihat bahwa transparansi

terutama dé i sil pada pels : Dalam hubungan ini,
diperlukan eva inerja @n un .. sejauh mana pencapaian
hasil serta ca g di . L 2ngendalian sebagai
bagian penti

akuntabilitas. Deng

pihak yang lebih tinggi. Selanjutnya menurut mahmudi (dalam rakhmat 2018:143)
akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan
dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan

sumber daya publik kepada pemberi mandat.
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Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil
kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga

yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

abilitas manajerial

ukan pengelolaan

Q ela bangkan program alternatif yang
M TCR O

memberikan hasil yang opt ya yang minimal. Lembaga publik juga
harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada
pelaksanaan program untuk mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan

tujuan organisasi.
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4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas kebijakan adalah
pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil dengan

mempertimbangkan tujuan, sasaran, serta pemangku kepentingan yang akan

2cara ekonomis,
korupsi. Prinsip
asyarakat dalam

danaan terhadap

Tujuan utama tabil adalah untuk mengetahui

pertanggungjawaban tim pelak “ aan Keuangan Desa melalui APBDes
kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Dari
penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk

memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan
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pemerintah untuk meningkatkan Kkinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian

pelayanan kepada masyarakat.

kebendaharaa ' gan mencatat setiap

penerimaan dan Jeluars , 2ncataan pada buku kas
umum seba : : _ etiap akhi Kegiatan Penatausahaan yang
i o : wm_a

dilakukan

pengeluaran pemerintahan Desa pada n anggaran berkenaan yang dianggarkan
dalam APB Desa, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB
Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa
yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun, Rancangan APB Desa

yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang
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APB Desa dan pada Pasal 33 menyebutkan bahwa Sekretaris Desa mengoordinasikan

penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2-5) sebaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan desa meliputi :

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang

dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perencanaan
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1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat,disampaikan oleh Kepala

Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati

bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2)

3)

4)

5)

dilakukannya Bupati/Walikota. Dengan Keputusan pembatalan Peraturan Desa
tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran
sebetumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat
melakukan pengcluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah

Desa.
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6) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7

(tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut

peraturan desa dimaksud mendelegasikan evaluasi.

7)

b. Pelaksanaan
1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan

desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
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2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.

3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain

4) Be oun alam K ada ). tertentu dalam

5) Peng ﬂg N de ; : ' 3 ak dapat dilakukan

ditetapkan menjadi

Desa. Terhadap
8) Pelaksanaan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
kegiatan dengan mempergunakan Buku tindakan sebagai pertanggungjawaban

Pembantu Kas Kegiatan pelaksanaan kegiatan desa.

. Penatausahaan

Bendahara desa wajib :
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1) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran

dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan

Bup

1) Laporan_semeste ama ; elaksanan APBDesa.

Semes

a. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

b. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

c. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
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2) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan

3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelakssanaan APBDesa

Tahun Anggaran berkenaan menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 adalah:

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran berkenaan

2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa
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2.1.7.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Permendagri No.6 tahun 2014 keuangan desa adalah sebagai berikut :

Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat

Ly
S
[s}]
>
«Q
«Q
QD
=
[ab]
]
<
js¥)
ey
>

mulai tangg

dan Belanje

pemerintah

permusyawa

A AL N

TN

perangkat nerima, menyimpan,

menyetorkan ertanggungjawabkan

keuangan Des3

Menurut u a entangdesa,pendapatan desa
bersumber dari : . ‘
LIS N
a. Pendapatan asli desa te usaha hasil aset swadaya dan partisipasi
gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Bagian dari hasil Pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.
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d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima kabupaten atau kota.

e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan

anggaranpendapatan dan belanja daerah kabupatenatau kota.

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan Kkegiatan yang meliputi
perencanaan, - pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan  pertanggungjawaban
keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada
bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Caro, 2015)

Peraturan Pemerintah pasal 1 ayat 2 tentang Dana Desa yang bersumber dari
APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melaluirAPBN Kabupaten/Kota
dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan
demikian, dana desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan
keuangan negara. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan
partisipatif dengan menempatkan masyarakat pedesaan sebagai subyek pembangunan.
Oleh karena itu, penggunaan yang direncanakan Dana desa harus dibicarakan dan
disepakati dalam rapat desa. Menggunakan Dana desa harus berhasil dalam
mewujudkan tujuan pembangunan desa, yaitu: Meningkatkan kualitas hidup manusia;

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan pengentasan kemiskinan.
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a) Pengelola Keuangan Desa
1. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa)

2. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan

\A L

'_}
%
e
| %
"'4

1. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan
keuangan desa.

2. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa
mempunyai tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
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b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa
dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan

c) Kaur Keua
1. Bendaha

2. Bendaha / S: me arim . enyetorkan/membayar,

yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan;

d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
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f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

2.1.7.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes)

peraturan

a. Kompor

Menurut Pemer 3 Tahu erdiri atas akun-akun

akni meliputi semua

desa dalam 1 tahun

Q.‘

1) Hasil usaha desa

\\‘-‘

2) Hasil kekayaan desa
3) Hasil sedaya dan partipasi masyarakat
4) Lain-lain pendapatan asli desa

b) Transfer
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1) Dana desa

2) Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah

3) Alokasi dana desa

anggaran ya akan diperoleh pembayarannya ke eh desa. Belanja desa
dipergun: al; a mendanai peny jars vehangan desa. Belanja

desa terd

Pembiayaan
Menurut Pemandagri No. 113 Tahun 2014 pembiayaan desa adalah meliputi
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari :
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a. Penerimaan pembiayaan mencakup

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

2) Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,

berasal dari Hasil Usaha : Hasil Aset: Swadaya/partisipsisi/gatong royong : Lain-
lan pendapatan asli desa
b) Transfer

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimnan pendapatan yang

berasal dari Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
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Kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Dari APBD

provinsi. Bantuan Keuangan APBD Kabuputen/Kota.

c) Pendapatan Lain-lain

Belanja tak terduga. Masing-masing kelompok alz sanaannya dilakukan

melalui Bela

Kckayaan Desa yang dipisahkan.
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pada kelompok ini dicatat pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk

Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk
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penempatannya pada rekening tersendiri dan Dana Cadangan, penganggarannya

tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

4. Pencatatan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa

Pada kelom

anggaran yang

1
Kerangka Pemikiran

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas

!

Pengelolaan Keuangan Desa
Desa Perhentian Luas
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l | l

Penatausahaan Pelaporan Pertanggungjawaban

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang dikemukakan, maka

dikemukan suatu hipotesis sebagai berikut:
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“Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan
Keuangan Desa Pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat

Kabupaten Kuantan Singingi belum dilaksanakan sesuai dengan permendagri




BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian_ini menggunakan jenis penelitian ‘deskriptif kualitatif yaitu jenis
penelitian yang mencoba mencari suatu makna dari kejadian atau peristiwa dengan
berinteraksi kepada orang-orang-dalam ‘srtuasi atau fenomena tersebut. penelitian
kualitatif ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang
yang diteliti yang tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif merupakan
suatu strategi inquiry yang menekankan pada konsep, karakteristik, gejala, simbol,
maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multi metode, yang bersifat
alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta
disajikan secara naratif (Yusuf, 2014: 328). Pada penelitian kualitatif, peneliti
berperan sebagai.instrumen-penelitian berbeda ‘dengan penelitian kuantitatif yang

melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah.

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian
yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya
adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif,
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat

mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul

41
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penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan

Dana Desa.

Penulis menggunakan metode Kualitatif jenis penelitian ini deskriptif yaitu dengan

istilah i Né i eri ir 3 ata yang diinginkan

peneliti be an denga g C anakan. Subjek dalam

penelitia - : ahan-Desa G as dan Masyarakat.

Informan yang ¢ oenelitial dan kasi, Sekretaris Desa,

Darat, kabupaten Kuantan Singingi.

3.3 Definisi Variabel Penelitian
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Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi terkait
dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihakpihak yang menjadi

pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016: 17). Penerapan prinsip transparansi dapat

ener & Bersch,

1 | iakses dengan
nuo mengenai
z
2 13 a
JE Q'-r. c
V.
3 r
alikota melalui

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi
kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban (Halim, 2012). Secara garis besar
mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa

akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi

wewenang dalam mengelola sumber daya publik.
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Tabel 3.2
Tahap Penatausahaan
No Indikator
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap.penerimaan dan pengeluaran
serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
3. Bendahara. wajib mempertanggung jawabka uang. melalui laporan
peretanggujawaban
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala
Desa dan paling lambat-tanggal 10 bualan berikutnya
Tabel 3.3
Tahap Pelaporan
No. Indikator
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa
kepada Bupati/Walikota berupa laporan semestar pertama dan laporan
semester akhir tahun
2. Laporan semester pertama berupa realisasi APBDesa
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir
Tabel 3.4
Tahap Pertanggungjawaban
No. Indikator
1. Kepala® Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari
penapatan, belanja dan pembiyaan
3. Laoran pertanggungjawaban .realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan

dengan peraturan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,

maka yang jadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan

desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkan. Menurut ( 1AI-KASP 2015:
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2-5) sebaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan desa meliputi :

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

3.4 Jenis Data

1. ara kepada Kepala
enai Transparansi
angan Desa yang

bgas Tanah Darat,

2 pung dalam bentuk

sekunder ini yaitu
3.5 Teknik Pe
Teknik pengu am penelitian ini dapat

1. Wawancara, yaitu : Tek ulan data dengan melakukan wawancara
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada responden.
Pertanyaan sesuai dengan indikator yang akan diteliti yaitu Permendagri No

113 tahun 2014.
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2. Dokumentasi, yaitu : Metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data

seperti Laporan Keuangan Desa dan sejarah desa.

3.6 Teknik Analisis Data

kesimpulan sehingga : : di g lain ( Sugiyono
dalam Sri L L

Peneliti S i ada - : raike pat responden apa
s dengan kata-kata

ditriangulasi,

kondisi alamiah dan bersifat pene Data penelitian kualitatif, adalah instrumen
kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas
jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih
luas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif

digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk
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memahami interaksi social, untuk  mengembangkan teori, untuk memastikan

kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TALOE. C an L 2 esa Ini adalah tempat

pemberhen S al , erdagang, berobat
maupun kegia \ ju- esa Pang ebaliknya menuju Desa
Logas, Lub ‘Teratak Rendah, Sikijang. Dahulu, untuk

menuju ke : ] - . puh dengan alat

Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan
Singingi, merupakan Ibu Kota Kecamatan, kecamtan Logas Tanah Darat, dengan luas

daerah 18,05 KM. Batas-batas wilayah Desa Perhentian luas sebagai berikut :

47
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Barat Berbatasan dengan Sako Kecamatan Pangean

Timur Berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir

Salapan, da

s 3
@
5
<
B
<
a3
-
>

beberapa Su ' a. pimpin oleh Kepala
Desa. ’

Adapun c‘& Desa Perhentian Luas
Tahun 2020 ssebag ‘
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Tabel 4.1

Struktural Pemerintahan Desa Perhentian Luas

JABATAN
Kepala Desa

NAMA

NO

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Gambar 4.1
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STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PERHENTIAN LUAS
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Dusun Satu

Dusun Satu merupakan dusun awal dari Desa Perhentian Luas yang jumlah

penduduk dan jumlah.Kepala Keluarganya sudah terakomodir oleh kepala dusun.

474 jiwa dan Pe eluarga (KK )
274, Desa Pert as Da Ka I erada didusun Satu
antara lain, Ka <ep ) ) » orwil Pendidikan,
PAUD Pe Perhentian Luas,
SMPN. 1 ushallah, Gedung

Pertemuan

w2 NN

NO 7 ATAN
1 10
2 Lol
3
4
5 | Arisman
6 | Isman
7 | Darwis

Sumber: Desa Perhentian Luas, 2020

Dusun Dua

Dusun Dua yang jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarganya sudah

terakomodir oleh kepala dusun. Jumlah Penduduk Dusun Dua adalah 1120 Jiwa dengan
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jumlah penduduk Laki-laki 456 jiwa dan Perempuan berjumlah 664 jiwa, dengan

jumlah Kepala keluarga ( KK ) 284.

Fasilitas yang bersifat umum yang ada didusun Dua.adalah SMKN. 1 Logas Tanah

terakomodir oleh kepala dusun. Jumlah Penduduk Dusun Tiga adalah 1676 Jiwa
dengan jumlah penduduk Laki-laki 500 jiwa dan Perempuan berjumlah 676 jiwa,

dengan jumlah Kepala keluarga ( KK') 294.
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Dusun Tiga merupakan Dusun terakhir yang ada didesa Perhentian Luas. Dilihat
dari fasilitas umum, dusun tiga merupakan dusun yang terbanyak memiliki fasilitas

umum diantaranya adalah Kantor Camat Kecamatan Logas Tanah Darat, Kapolsek

jiwa dan perempuan berjumlah 1.96 mlah kepala keluarga adalah 852. Jumlah
penduduk yang tergolong sangat banyak, maka berbagai ragam pula jenis mata
pencarian masyarakat Desa Perhentian Luas , namun hal ini dapat digolongkan

berdasarkan mata pencarian atau aktivitas masyarakat.
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fasilitas ins
Kantor Uru
SMK, dan

berikut :

1. Pertanian

2. ASN/Honorer Struktural, Fungsional

3. Pedagang

Sepe

1 53%

1 22%

1 20%

54

Luas memiliki
esmas, Kapolsek,
asar, SLTP, MTs,

ada tabel sebagai

NO STATUS
1 PERMATA SWASTA
Taman Kanak-Kanak
NO NAMA TK TENAGA JLH MURID STATUS
PENGAJAR
1 PERTIWI 4 ORANG L=10 P=19 SWASTA
2 AT-TAYYIBAH 3 ORANG L=10 P=18 SWASTA
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Sumber: TK Pertiwi, TK At-tayyibah, 2020

Y

3
\“‘{.-

NO
1
2
’
%
o
-
NO e
I3
L )
NO

Tabel 4.7

Sekolah Dasar

W

55

STATUS

NEGERI

NEGERI

STATUS

NEGERI

STATUS

SWASTA
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Tabel 4.10
SMK

NO NAMA SMK TENAGA JLH MURID STATUS

PENGAJAR
1 NEGERI
NO STATUS
1 SWASTA
2 SWASTA

.6 Keagamaan

NO LOKASI
1 Dusun 1
DARUL IMAN Dusun 1
2 AL-IKLAS PASAR Dusun 2
AL-IKHLAS Dusun 2
3 AL-MUHAQIQIN Dusun 3 NURUL HUDA Dusun 3
NURUL FALAH Dusun 3
ALMUSTAQIM Dusun 3
MIFTAHU SALAM Dusun 3
NURUL ALIF Dusun 3

Sumber: KUA Kec. Logas Tanah Darat,2020
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4.1.6 Kesehatan

Desa Perhentian Luas merupakan salah satu Desa yang mempunyai jumlah

Penduduk terbanyak, dan memiliki fasilitas Kesehatan.yang sangat memadai seperti

n ()
ﬁ Jumlah p ‘W ang yang terdiri dari
-
ﬁ atan dapat dilihat
=
g_ & dalam ben
o Z
£ 3
= 3
=)
B e
< B
@& £ | NO BIDAN
z =
S
wn I 2
=
e
— = 3
B =
E =
ﬂ- 4.1.7 Pertanian
=

Tak terlepas dari jJumlah penduduk yang cukup banyak, masyarakat Perhentian
Luas mayoritas berusaha dibidang Pertanian. Desa perhentian Luas mempunyai
berbagai macam Usaha dibidang Pertanian. Pada saat ini mendomisili adalah kebun

Karet yang kisaran Luasnya mencapai 1.930 Ha, Kelapa sawit 250 Ha, Kelapa 13,50
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Ha dan Komoditi liannya kisaran 2 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk

Tabel dan juga kelompok Tani yang ada didesa Perhentian Luas.

Tabel 4.14

KET

rutin setiap

minggunya. C g ekerjasama dengan [ smas dengan

1. Juliati (Ketua)
2. Jusmaniar (Anggota)
3. Dian Permata Sari (Anggota)

4. Rosdiana (Anggota)
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5. Putri

Posyandu Kasih Ibu Dusun Il

Posyandu Permata Hati Dusun

1. Yetmawati

2. Sri Gunawati

(Anggota)

(Ketua)

(Anggota)

59
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3. Sumi Astuti (Anggota)

4. Isista Rusrani (Anggota)

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Untu dapatan Belanja Desa

(APBDes) NDAGRI No.113
Tahun 201 di desa Perhentian

Luas.

No Keterangan
( S= Sesuali,
TS=Tidak
Sesuai, BT=
Belum

Terjadi)
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1 Kegiatan Pencatatan Kas masuk Pencatatan kas masuk
maupun keluar dapat diakses dengan | dan keluar tidak bisa
mudah oleh masyarakat. Serta ada diakses oleh masyarakat, TS
papan pengumuman mengenai serta tidak terdapat papan
kegiatan yang sedang dijalankan. pengumuman tentang

informasi dana yang
digunakan untuk
menjalankan sebuah

kegiatan.
2 Laporan realisasi dan Laporan realisasi
Pertangungjawab realisasi danlaporan
pelaksanaan APBDes diinformasikan | pertanggungjawaban TS

kepada mayarakat secara tertulis dan | realisasi pelaksanaan
dengan media informasi yang mudah | APBDes belum

diakses oleh masyarakat diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis
dan dengan media
informasi yang diakses
dengan mudah oleh

masyarakat.
3 Laporan Realisasi dan Laporan Tahun-tahun sebelumnya
Pertanggungjwaban Realisasi sesuai informasi dari
Pelaksanaan APBDesa disampaikan | Sekdes Laporan Realisasi S
kepada Bupati/Walikota melalui dan Laporan
camat. Rertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan
APBDesa disampaikan
kepada Bupati/\Walikota
melalui camat

Berdasarkan hasil"wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah
disajikan padal tabel 4.2 dapat dilihat bahwa untuk transparansi terhadap pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Perhentian Luas
Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai

Permendagri No.113 Tahun 2014 karna pencacatan kas masuk dan kas keluar tidak
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bisa diakses oleh masyarakat serta tidak ada papan pengumuman tentang informasi
yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tokoh masyarakat yang

yusun rencana
ini kepala desa
tidak men g an me ' arakat dan juga peneliti
oleh desa serta

perangkat desa ads _- : membuat papan

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaa

Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan
tugas yang diberikan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan
kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku peraturan saat ini.
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Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan
dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan desa pada desa Perhentian Luas pada
penerepannya sudah berpedoman pada pemendagri Nomor 113 tahun 2014. Dimana
dalam pengelolaan keuangan desa.sudah sesuai-dengan prosedur tata cara pengelolaan
keuangan desa dimana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta
pelaporan dan pertanggungjawaban; Dalam tahap pertanggungjawaban pemerintahan
desa telah” membuat” laporan realisasi, laporan realisasi adalah bentuk
pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang
dilaporkan dua kali dalam setahun ataupun setiap semester dalam setahun, namun
dalam pelaksanaannya desa perhentian luas mengalami Keterlambatan dalam
pelaporannya yaitu pada bulan september. Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan
keuangan desa secara terperinci yang ditujukan kepada pemberi'amanah yang tentunya
agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah
dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDesa dilaporan setiap akhir tahun anggaran.

a. Penatausahaan Desa Perhentian Luas

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menyatakan bahwa, penatusahaan

dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan
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dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
Bendahara desa bisa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan

buku bank guna membantu pencatatan. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui
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Keterangan
( S= Sesuai, TS=
Tidak Sesuai,
BT=Belum
Terjadi)
S
Bendahara desa wajib
melakukan pencatatan eluar, bendahara selalu
setiap penerimaan dan melakukan pencatatan dan S
pengeluaran serta melakukan tutup buku tiap
melakukan tutup buku bulan secara tertib.
setiap akhir bulan secara
tertib.
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3 | Bendahara desa wajib Laporan
mempertanggungjawabkan | pertanggungjawaban setiap
uang melalui laporan bulan disampaikan melalui S
pertanggungjawaban. laporan pertanggungjawaban

bulanan ke bendahara desa.

4
S

elah disajikan pada

tabel 4.16 dapat dilihat bahwa ~ akuntabilita atausahaan Anggaran

Pendapatan Belanja : e : atan Logas Tanah Darat

Kabupaten ,- ngingi~telah dilaksanakan: ses ENDAGRI No. 13

Tahun 2014 dima 1aan keua eh bendahara dalam

b. Pelaporan Desa Perhentian Luas

Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri
nomor 113 tahun 2014, dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa

kepada bupati/walikota, berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir.
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Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir

bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat

disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

o
Pl
p
P
o
&i

No Keterangan
( S= Sesuali,
TS= Tidak
Sesuai, BT=
Belum
Terjadi)
1 N
orkan oleh kepala desa
: S
2 S
3 | Laporan realisasi pelaksane aporan semester pertama
APBDesa semester pertama dilaporkan oleh kepala desa
disampaikan paling lambat pada kepada bupati melalui camat TS
bulan juli tahun berjalan pada bulan september
4 | Laporan semester akhir tahun di Laporan semester akhir tahun
sampaikan paling lambat pada disampaikan pada bulan
desember tahun berjalan. S
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akhir bulan januari tahun
selanjutnya

eliti yang telah disajikan

seharusnya dila an pali )ad: ( melaporkan pada bulan

September.

ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2019 tentang
APBDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Perhentian Luas tentang

APBDesa dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Tabel 4.18



Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014
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di tetapkan dengan peraturan
desa

di tetapkan dengan peraturan
desa

No Indikator Hasil Wawancara Keterangan
( S= Sesuali,
TS= Tidak
Sesuai, BT=
Belum
Terjadi)
1 | Kepala desa menyampaikan Kepala desa sudah
laporan realisasi menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada | pelaksanaan APBDesa kepada
bupati/walikota setiap akhir bupati setiap akhir tahun. S
tahun anggaran
2 | Laporan pertanggungjawaban | Laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa | realisasi pelaksanaan APBDesa
terdiri dari pendapatan, belanja | terdiri dari pendapatan, belanja S
dan pembiayaan dan pembiayaan
3 | Laporan pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa | realisasi pelaksanaan APBDesa
S

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan pada

tabel 4.18 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pertangungjawaban terhadap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas

Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PERMENDAGRI No.

13 Tahun 2014 dimana kepala desa telah menyampaikan laporan pertangungjawaban

realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat 3 (tiga) bulan setelah akhir
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tahun anggaran. Berdasarkan indikator pengukuran akuntabilitas yang telah dijelaskan
diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal akuntabilitas desa Perhentian Luas
tidak akuntabel karna tidak memenuhi indikator PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014
dimana desa Perhentian Luas hanya memenuhi-indikator perencanaan, penatausahaan
serta pertangungjawaban. Dalam indikator pelaporan, desa Perhentian Luas dalam hal
ini belum sesuai dengan PERMENDAGRI/No, 13 Tahun 2014 dimana kepala desa
tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli disebabkan
adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa maka dari itu desa
Perhentian Luas terlambat melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDS semester
pertama yaitu pada bulan september sehingga desa ini terhalang dalam hal pengelolaan
keuangan desayang mengakibatkan rencana pengunaan dana desa tidak sesuai dengan

rencana pelaksanaan APBDesa.

4.2.3 Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi sangat penting untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam
menjalankan amanat rakyat. Mengingat pemerintah saat ini telah wewenang untuk
membuat keputusan penting yang mempengaruhi orang banyak, pemerintah harus
meyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Berdasarkan
hasil wawancara bahwasannya peneliti dengan pemerintah desa Perhentian Luas, desa
belum mengoptimalkan transparansi berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu
salah satu indikator transparansi yaitu adanya pencatatan kas masuk maupun keluar

dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan informasi atau papan
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pengumuman mengenai kegiatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil survey
dan wawancara desa masih belum mengoptimalkan transparansi pengelolaan keuangan

desa dengan tidak adanya papan informasi kas masuk dan keluar serta kegiatan

esuai dengan

rangnya tingkat
ator transparansi
sesuai dengan a ermenda 3 : asil penelitian hal-hal
yang dapat euangan desa agar
dapat meni naka pemerintahan
desa maup an yang telah ada

baik pedoma

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan sebelumnya maka
penulis dapat melihat bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan Keuangan desa di
desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi
sesuai dengan indikator akuntabilitas terutama dalam hal penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan pada kantor desa dikatakan sudah cukup baik
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namun ada beberapa kelemahan atau kekurangan terkait transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

1. Dalam pengelolaan APBDesa pemerintah desa telah menerapkan prinsip

ak pemerintah desa
saja. Sehingga
emerintah Desa dan
pihak pemerintah

bangunan alokasi

sa pemerintah desa

akuntabilitas desa

o N lapora pelaksanaan APBDes semester
it
W

ya kerjasama dengan masyarakat yang

iy disay yejepe il udwnyo(]

pemerintah desa sudah mulai

pertama tetapi .. m ‘

optimal dan seiring deng
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terus dibangun pemerintah desa juga sangat menegaskan tingkat akuntabilitas
terutama di kantor desa Perhentian Luas akan berjalan sesuai dengan undang-

undang yang mengatur tentang APBDesa.
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Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik
yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik
secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat
partisipasi masyarakat di desa-melalui implementasi program pengelolaan keuangan
desa, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan.
Pertanggungjawaban APBDesa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan ‘dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Penanggungjawab operasional pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan adalah

kepala desa selaku tim pelaksana desa.

Menurut hasil wawancara. hal yang  dapat dijadikan peningkatan dalam
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Perhentian Luas adalah terkhususnya
kepada Pemerintah Desa sebagai ppelaksanapengelola keuangan desa telah
menjalankan proses Akuntabilitas Keuangan Desa dengan cukup baik namun tetap
harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas
keuangan desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding ke
desa-desa di daerah luar Kecamatan Logas Tanah Darat hal ini diharapkan bisa
menambah pengalaman dan wawasan khususnya para aparatur di Desa dalam rangka
mengoptimalkan pengelolaan keuangan serta akuntabilitas Keuangannya. Selanjutnya
dapat juga dengan mengadakan agenda rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan terkait

pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

dengan peraturan
2 informasi kepada

formasi mengenai

pelaksanaan pada penerimaa pengeluaran desa tidak dilakukan melalui
rekening kas melainkan menggunakan buku cek untuk melakukan penarikan
dana desa. Dalam indikator pelaporan dimana kepala desa tidak dapat
menggabungkan seluruh laporan pada bulan juli, maka dari itu adanya

keterlambatan laporaan realisasi pelaksanaan APBDesa.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka

terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihak-pihak yang
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